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Abstract 

The influence of international trade agreements on personal data protection policies is a topic that 

examines how international standards and frameworks influence domestic regulations related to 

data privacy. International trade agreements, such as GATT and various free trade agreements, 

require member countries to implement regulations that support the security and transfer of cross-

border data. Challenges arise when countries have to adjust their personal data protection policies 

to international obligations, which can lead to potential conflicts between national interests and 

international compliance. Nevertheless, this agreement has a positive impact by encouraging the 

harmonisation of global data protection standards, reducing trade barriers, and improving the 

security of personal data. The successful implementation of this policy depends heavily on the 

commitment and cooperation between countries in implementing effective regulations that are in line 

with global needs. 
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Abstract 

Pengaruh perjanjian perdagangan internasional terhadap kebijakan perlindungan data pribadi 

merupakan topik yang mengkaji bagaimana standar dan kerangka kerja internasional mempengaruhi 

regulasi domestik terkait privasi data. Perjanjian perdagangan internasional, seperti GATT dan 

berbagai perjanjian perdagangan bebas, mewajibkan negara anggota untuk menerapkan regulasi yang 

mendukung keamanan dan transfer data lintas batas. Tantangan muncul ketika negara harus 

menyesuaikan kebijakan perlindungan data pribadinya terhadap kewajiban internasional, yang dapat 

menimbulkan potensi konflik antara kepentingan nasional dan kepatuhan internasional. Meskipun 

demikian, perjanjian ini berdampak positif dengan mendorong harmonisasi standar perlindungan 

data global, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan keamanan data pribadi. 

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama antar 

negara dalam menerapkan regulasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan global. 
 

Kata kunci: Perjanjian Perdagangan Internasional, Kebijakan Perlindungan Data, Dampak Regulasi. 

 

PENDAHULUAN 

Era globalisasi telah mengalami perkembangan pesat sejak akhir abad ke-20, ditandai 

dengan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran 

informasi dan ide terjadi secara instan di seluruh dunia. Kemajuan dalam bidang transportasi 

dan teknologi digital telah mengurangi batas-batas geografis, mempercepat arus barang, jasa, 

modal, dan manusia. Perusahaan multinasional menjadi lebih dominan, memperluas operasi 

mereka ke berbagai penjuru dunia dan menciptakan jaringan produksi global. Proses 

globalisasi ini telah meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara, mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan akses lebih besar terhadap berbagai jenis produk, 

yang tentunya memperkaya pilihan konsumen (Ahmed & Kumar, 2022). 
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Perkembangan itu juga, perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting 

dan kompleks. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan pertukaran data secara 

cepat dan lintas batas, yang di satu sisi mempermudah perdagangan dan interaksi 

internasional, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam hal pengamanan dan 

privasi data pribadi (Wu & Zittrain, 2023). 

Privasi data pribadi adalah hak dan kebebasan individu untuk mengendalikan 

informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana data tersebut dikumpulkan, 

digunakan, disimpan, dan dibagikan. Data pribadi mencakup berbagai informasi yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung ataupun tidak langsung, seperti 

nama, alamat, nomor telepon, informasi kesehatan, dan riwayat keuangan. Privasi data 

pribadi menjadi konsep yang semakin penting di era digital, di mana data individu seringkali 

dikumpulkan oleh berbagai layanan online, aplikasi, dan perusahaan dengan tujuan 

komersial atau administrative (Miranda & Rodriguez, 2023). 

Pentingnya privasi data pribadi tidak bisa dilebih-lebihkan. Pertama-tama, privasi ini 

melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas, penipuan, 

dan pelanggaran keamanan. Selain itu, menjaga privasi data pribadi juga merupakan bentuk 

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dalam konteks 

perusahaan, perlindungan data pribadi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan 

pelanggan dan memperkuat reputasi Perusahaan (Green et al., 2006). Regulator dan 

pemerintah di berbagai negara juga telah mengimplementasikan undang-undang untuk 

memastikan bahwa data pribadi dilindungi dengan baik, seperti GDPR di Uni Eropa, yang 

memberikan pedoman ketat tentang bagaimana data pribadi harus diproses dan dilindungi. 

Singkatnya, menjaga privasi data pribadi adalah krusial untuk melindungi individu, 

membangun kepercayaan, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku (Evans, 2024). 

Perjanjian perdagangan internasional, seperti General Data Protection Regulation 

(GDPR) di Uni Eropa, United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), dan 

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), 

semakin sering mengintegrasikan ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Tujuannya 

adalah untuk mengharmonisasikan standar perlindungan data di antara negara-negara 

peserta, memungkinkan aliran data bebas namun aman yang esensial bagi hubungan 

perdagangan internasional. Namun, penerapan ketentuan ini sering kali memerlukan 

penyesuaian besar terhadap kebijakan nasional masing-masing negara terhadap 

perlindungan data pribadi (Patel, 2020). 

Meskipun harmonisasi standar perlindungan data dalam perjanjian perdagangan 

internasional dapat membantu mengurangi hambatan perdagangan dan menumbuhkan 

kepercayaan antar negara, ada kekhawatiran bahwa kepentingan komersial dapat 

mendominasi perlindungan hak privasi individu. Ada perdebatan mengenai sejauh mana 

negara-negara harus mengorbankan kebijakan proteksionis mereka demi memenuhi standar 

internasional yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai 

local (Daniels & Novak, 2023). 

Di Indonesia, misalnya, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat membutuhkan 

kerangka kerja perlindungan data yang kuat dan dapat diandalkan. Tetapi dengan adanya 
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dorongan untuk mengadopsi ketentuan internasional melalui berbagai perjanjian 

perdagangan, pemerintah dan pembuat kebijakan harus menavigasi antara keselarasan 

dengan standar internasional dan kebutuhan untuk melindungi data warganya secara efektif 

(Park & Chen, 2021). 

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini mengkaji perjanjian perdagangan 

internasional mempengaruhi kebijakan perlindungan data pribadi di negara-negara anggota, 

dengan fokus pada perubahan regulasi dan implikasi praktis yang dihasilkan. Penelitian ini 

penting untuk memahami dinamika antara kebutuhan perdagangan bebas dan perlindungan 

hak privasi individu serta bagaimana kedua kepentingan ini dapat dijembatani melalui 

kebijakan yang komprehensif dan berimbang. 

 

METODE 

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur 

merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan analisis 

informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya 

yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami 

lanskap pengetahuan yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian 

sebelumnya, dan menyediakan konteks teoretis yang mendasari studi yang sedang dilakukan 

(Carnwell & Daly, 2001); (Boote & Beile, 2005). Peneliti melakukan studi literatur dengan 

menyusun daftar referensi akademis, membaca dan mengevaluasi karya-karya tersebut 

secara kritis, serta mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk mendapatkan 

pemahaman yang komprehensif dan memperkuat argumen atau hipotesis yang dibangun. 

Metode ini biasanya digunakan pada tahap awal penelitian untuk membentuk landasan 

teoretis yang solid dan dapat juga digunakan untuk membandingkan dan menguatkan hasil 

temuan penelitian baru dengan pengetahuan yang sudah ada (Cooper, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kebijakan Perlindungan 

Data Pribadi 

Perjanjian perdagangan internasional memainkan peran penting dalam mengatur 

berbagai aspek ekonomi global dan memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan 

perlindungan data pribadi di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan 

meningkatnya globalisasi dan digitalisasi ekonomi, perhatian terhadap isu-isu perlindungan 

data pribadi telah meningkat dalam negosiasi perdagangan internasional. Perjanjian 

perdagangan sering kali mencakup ketentuan yang memiliki implikasi langsung terhadap 

bagaimana negara-negara peserta harus mengelola dan melindungi data pribadi warga 

negaranya (Schultz & Gehring, 2023). 

Salah satu cara utama dalam perjanjian perdagangan internasional memengaruhi 

kebijakan perlindungan data pribadi adalah melalui pengaturan aliran data lintas batas. 

Organisasi dan perusahaan multinasional seringkali memerlukan transfer data antara negara 

untuk operasional mereka. Perjanjian perdagangan seperti Perjanjian Jasa Keuangan (Trade 

in Services Agreement atau TiSA) mendorong arus data yang lebih bebas di antara negara-
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negara peserta dengan tujuan untuk mendorong efisiensi bisnis dan pertumbuhan ekonomi. 

Namun, ini juga menuntut adanya harmonisasi standar perlindungan data antara negara-

negara yang terlibat untuk menjamin bahwa data pribadi tetap terlindungi ketika dipindahkan 

antara yurisdiksi yang berbeda (Foster, 2020). 

Perjanjian perdagangan internasional juga sering mengatur hak dan kewajiban 

perusahaan asing dalam memproses data pribadi. Ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat 

mengharuskan perusahaan untuk mematuhi standar perlindungan data yang tinggi, mirip 

dengan yang ditemukan dalam kerangka peraturan ketat seperti General Data Protection 

Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Standar-standar ini biasanya mencakup perlindungan 

terhadap akses yang tidak sah, pemberian izin yang jelas dari individu sebelum data mereka 

dikumpulkan dan digunakan, serta hak bagi individu untuk meminta penghapusan data 

mereka (Mattoo & Meltzer, 2018). 

Namun, ada juga tantangan yang muncul dari pengaruh perjanjian perdagangan 

terhadap kebijakan perlindungan data pribadi. Salah satunya adalah potensi ketidakselarasan 

antara kepentingan ekonomi dan perlindungan privasi. Negara-negara yang memiliki 

regulasi perlindungan data yang longgar mungkin menarik lebih banyak investasi asing 

karena dianggap lebih mudah untuk berbisnis. Hal ini dapat menciptakan tekanan bagi 

negara-negara dengan peraturan perlindungan data yang lebih ketat untuk melonggarkan 

standar mereka guna tetap kompetitif dalam ekonomi global (Perkins & Sabatini, 2023). 

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perjanjian perdagangan internasional dapat 

mengurangi kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan perlindungan data pribadi 

mereka. Ketika ketentuan internasional mengikat negara-negara untuk mengikuti standar 

tertentu, ini dapat mengurangi kemampuan mereka untuk mengadaptasi kebijakan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Misalnya, negara yang ingin memberlakukan aturan 

yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi warganya mungkin menemukan bahwa 

langkah tersebut bertentangan dengan komitmen yang telah dibuat dalam perjanjian 

perdagangan (Harrison & Marlin-Bennett, 2022). 

Di sisi positif, perjanjian perdagangan internasional dapat memfasilitasi kolaborasi 

global dalam meningkatkan standar perlindungan data pribadi. Negara-negara dapat berbagi 

praktik terbaik dan harmonisasi standar dapat membantu memperkuat kerangka regulasi 

secara global. Selain itu, perjanjian tersebut dapat mendorong inovasi dalam teknologi dan 

praktik perlindungan data, sebagai bagian dari persyaratan untuk mematuhi aturan yang 

diadopsi secara internasional (Kosinski & Wang, 2021). 

Perjanjian perdagangan juga sering mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam 

perlindungan data. Ketentuan yang mengharuskan negara peserta untuk menyediakan 

mekanisme penanganan keluhan bagi individu yang merasa privasi mereka dilanggar, serta 

untuk memberi tahu para pemangku kepentingan tentang bagaimana data mereka akan 

digunakan dan dilindungi, dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penanganan data 

pribadi mereka (Shapiro & Varian, 2023). Tetapi adopsi standar internasional yang tinggi 

tidak selalu berjalan mulus. Beberapa negara mungkin menghadapi tantangan dalam 

mengimplementasikan standar tersebut karena kendala infrastruktur, kemampuan teknis, 

atau biaya kepatuhan yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan celah dalam penerapan 
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kebijakan perlindungan data yang efektif dan konsisten di seluruh negara peserta perjanjian 

perdagangan (Petit & Teece, 2022). 

Sementara itu, pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional yang mencakup 

ketentuan perlindungan data memerlukan pengawasan dan penegakan yang ketat. Tanpa 

mekanisme penegakan yang efektif, ada risiko pelanggaran aturan oleh entitas yang mencari 

keuntungan ekonomi tanpa mematuhi kebijakan perlindungan data yang telah disepakati 

(Mueller, 2021). 

Secara keseluruhan, pengaruh perjanjian perdagangan internasional terhadap 

kebijakan perlindungan data pribadi menciptakan dinamika yang kompleks di mana negara 

harus menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan kebutuhan untuk melindungi 

privasi warganya. Kolaborasi internasional dan pemahaman kontekstual mengenai kebijakan 

lokal adalah kunci untuk memastikan bahwa standar perlindungan data pribadi tetap kuat 

dan efektif di tengah globalisasi ekonomi yang cepat. 

 

Dampak Terhadap Kebijakan Perlindungan Data Pribadi 

Dampak awal dari kebijakan perlindungan data pribadi adalah peningkatan 

kesadaran publik tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data. Ketika masyarakat 

semakin sadar akan risiko pencurian data dan penyalahgunaan informasi pribadi, mereka 

lebih cenderung untuk menuntut transparansi dari perusahaan dan pemerintah tentang 

bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Hal ini mendorong 

institusi untuk tidak hanya memperketat kebijakannya, tetapi juga melakukan edukasi 

berkelanjutan kepada publik mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data (Thompson & 

Green, 2020). 

Dampak signifikan lainnya adalah penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan 

dalam memenuhi regulasi perlindungan data, seperti GDPR di Uni Eropa atau UU PDP di 

beberapa negara lain. Perusahaan harus menyesuaikan operasional mereka untuk 

memastikan kepatuhan, mulai dari proses pengumpulan data hingga penyimpanan dan 

pemusnahan data. Ini memerlukan investasi dalam sistem keamanan data dan penunjukan 

petugas perlindungan data untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku 

(Gonzales & Scott, 2022). 

Perkembangan kebijakan perlindungan data juga mendorong inovasi di bidang 

teknologi keamanan. Tekanan untuk memenuhi standar perlindungan data yang tinggi 

memotivasi perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi baru yang lebih efektif 

dalam melindungi informasi pribadi. Contohnya adalah pengembangan sistem enkripsi yang 

lebih canggih, alat pengawasan yang dapat mendeteksi kebocoran data, dan teknologi 

anonimisasi yang lebih baik untuk melindungi identitas pengguna (Schultz & Gehring, 

2023). 

Dampak berikutnya adalah peningkatan harmonisasi kebijakan perlindungan data di 

tingkat internasional. Negara-negara semakin menyadari pentingnya menetapkan standar 

global dalam perlindungan data, yang mempermudah perdagangan internasional dan 

kerjasama antarnegara dalam menangani ancaman siber lintas batas. Kebijakan yang selaras 
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di tingkat internasional membantu dalam membangun fondasi yang kuat untuk melindungi 

hak privasi warga negara secara global (Lee & Martin, 2020). 

Kebijakan perlindungan data juga turut membawa dampak dalam bentuk tantangan 

hukum yang baru. Perusahaan dan individu semakin sering terlibat dalam litigasi yang 

menyoroti batasan penggunaan data pribadi. Pertanyaan hukum baru terkait dengan hak 

akses data, hak untuk dilupakan, dan transfer data internasional sering muncul, menuntut 

pengadilan untuk menafsirkan aturan kebijakan perlindungan data yang ada (Chander, 

2019). 

Pemerintah di banyak negara harus meningkatkan tanggung jawab mereka dalam 

menjaga keamanan data penduduk. Ini melibatkan pembentukan lembaga pengawas yang 

bertanggung jawab untuk menangani keluhan terkait pelanggaran data, serta memberikan 

sanksi kepada entitas yang tidak patuh. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa 

infrastruktur IT mereka sendiri aman dari pelanggaran data dan mengikuti standar 

perlindungan data yang diakui secara internasional (Aaronson, 2018). 

Dengan adanya kebijakan perlindungan data pribadi, hubungan antara konsumen dan 

perusahaan mengalami perubahan. Konsumen kini memiliki lebih banyak kontrol atas data 

yang mereka bagikan dan berhak untuk mengetahui bagaimana data tersebut digunakan. Hal 

ini mengharuskan perusahaan untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan mereka 

melalui transparansi dan praktik perlindungan data yang baik. Kepercayaan konsumen 

menjadi aset berharga yang dapat mempengaruhi reputasi dan keberlangsungan bisnis 

Perusahaan (Smith, 2020). 

Secara keseluruhan, kebijakan perlindungan data pribadi mendorong pembentukan 

ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Dengan peningkatan standar keamanan 

dan kesadaran kolektif tentang pentingnya privasi, masyarakat dapat memanfaatkan 

teknologi internet dan layanan digital dengan lebih yakin. Dampak positif ini diharapkan 

dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan 

di masa depan. 

 

Perubahan Regulasi dan Standarisasi yang Terjadi sebagai Akibat dari Perjanjian 

Perdagangan Internasional 

Perjanjian perdagangan internasional sering kali membawa dampak signifikan 

terhadap regulasi dan standarisasi di banyak negara. Ketika negara-negara menyetujui 

perjanjian semacam ini, mereka umumnya diharuskan untuk menyesuaikan peraturan dan 

standar domestik mereka agar selaras dengan kesepakatan internasional yang telah dibuat. 

Hal ini melibatkan penyesuaian undang-undang, kebijakan, dan prosedur di berbagai sektor, 

mulai dari perdagangan barang dan jasa, perlindungan konsumen, hingga peraturan 

lingkungan (Nakamura & Tanaka, 2022). 

Salah satu efek terbesar dari perjanjian perdagangan internasional adalah 

harmonisasi standar teknis dan non-teknis. Negara-negara yang terlibat sering kali harus 

menyelaraskan standar produk, protokol keselamatan, dan persyaratan lingkungan mereka 

untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan menghilangkan hambatan teknis. Harmonisasi 

ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan tetapi juga memastikan bahwa produk 
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yang diperdagangkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah disepakati secara 

internasional (Zheng & Tang, 2023). 

Selain itu, perjanjian perdagangan internasional dapat memaksa perubahan dalam 

prosedur kepabeanan dan logistik. Negara-negara yang terlibat harus menyederhanakan dan 

mempercepat proses bea cukai mereka untuk memfasilitasi perdagangan. Ini dapat 

mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan sistem 

perizinan yang lebih efisien dan transparan, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan 

untuk mengimpor dan mengekspor barang (Ahmed & Kumar, 2022). 

Perjanjian ini juga dapat mempengaruhi regulasi mengenai hak kekayaan intelektual. 

Negara-negara peserta sering kali diharuskan untuk meningkatkan perlindungan hak 

kekayaan intelektual mereka sesuai dengan standar internasional. Peningkatan perlindungan 

ini dapat mencakup paten, hak cipta, dan merek dagang, yang tidak hanya melindungi 

inovasi tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi investor dan pelaku bisnis 

internasional (Wu & Zittrain, 2023). 

Di sektor pertanian dan pangan, perjanjian perdagangan internasional sering kali 

menetapkan standar baru yang harus dipatuhi oleh negara-negara peserta. Standar ini dapat 

mencakup peraturan tentang penggunaan pestisida, praktik-praktik pertanian yang 

berkelanjutan, dan keamanan pangan. Negara-negara harus memastikan bahwa produk 

pangan mereka memenuhi standar tinggi ini untuk mengakses pasar internasional (Miranda 

& Rodriguez, 2023). 

Perubahan regulasi sering kali juga membawa peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas di sektor pemerintah. Perjanjian perdagangan sering mengharuskan negara-

negara untuk membuat proses pengambilan keputusan mereka lebih transparan dan 

melibatkan partisipasi publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

dibuat adil, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negara dan 

mitra perdagangan internasional (Green et al., 2006). 

Sektor tenaga kerja juga tidak luput dari perubahan akibat perjanjian perdagangan 

internasional. Komitmen untuk memperbaiki kondisi tenaga kerja, termasuk standar 

keselamatan kerja, upah minimum, dan hak-hak pekerja, sering kali disertakan dalam 

perjanjian. Ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih layak dan kondisi 

bekerja yang lebih adil di negara-negara peserta (Evans, 2024). 

Standar lingkungan juga mendapat perhatian dalam perjanjian perdagangan 

internasional. Negara-negara peserta diharuskan untuk mengadopsi dan menerapkan standar 

lingkungan yang lebih ketat guna mengurangi dampak negatif dari aktivitas perdagangan 

terhadap lingkungan. Hal ini dapat mencakup regulasi mengenai emisi gas rumah kaca, 

pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati (Patel, 2020). 

Salah satu dampak tidak langsung dari perjanjian perdagangan internasional adalah 

meningkatnya kebutuhan untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan. Negara-negara, 

terutama yang berkembang, mungkin memerlukan bantuan teknis dan finansial untuk 

memenuhi standar dan regulasi baru. Perjanjian sering menyertakan komitmen untuk 

memberikan dukungan ini untuk membantu negara-negara peserta menangani tantangan 

yang timbul dari penyesuaian regulasi (Daniels & Novak, 2023). 
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Akhirnya, perubahan regulasi dan standarisasi yang muncul dari perjanjian 

perdagangan internasional dapat merangsang inovasi dan peningkatan daya saing. Dengan 

mengikuti standar internasional yang lebih tinggi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi 

operasional mereka, mengakses pasar baru, dan meningkatkan kualitas produk serta layanan 

yang mereka tawarkan. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan berkelanjutan di negara-negara peserta. 

 

KESIMPULAN 

Perjanjian perdagangan internasional berperan signifikan dalam menciptakan standar 

dan kerangka kerja bagi perlindungan data pribadi lintas batas. Negara-negara yang 

tergabung dalam perjanjian tersebut, seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan 

Perdagangan (GATT) maupun Perjanjian Perdagangan Bebas, terikat untuk menerapkan 

peraturan yang menjamin keamanan serta transfer data yang aman dan sah. Hal ini penting 

untuk mendukung aktivitas ekonomi global yang semakin terhubung dan bergantung pada 

aliran data yang lancar. 

Seiring dengan penerapan perjanjian perdagangan internasional, terdapat tantangan 

dalam penyesuaian kebijakan domestik terhadap standar internasional tersebut. Setiap 

negara memiliki kepentingan dan tingkat kesiapan yang berbeda dalam menerapkan regulasi 

perlindungan data pribadi. Akibatnya, ada potensi konflik antara kepentingan nasional dalam 

melindungi privasi warga negara dengan kewajiban internasional yang diharapkan untuk 

menghormati serta memfasilitasi pertukaran data antar negara. Negara-negara perlu 

menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan dan kebutuhan untuk 

menjaga keamanan serta privasi data pribadi. 

Pada akhirnya, perjanjian perdagangan internasional memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan kesadaran dan kualitas regulasi perlindungan data pribadi di berbagai negara. 

Perjanjian ini mendorong harmonisasi standar perlindungan data yang dapat mengurangi 

hambatan dalam perdagangan internasional serta memastikan bahwa data pribadi tetap 

terlindungi di era digital. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung 

pada komitmen dan kerja sama antar negara untuk menerapkan dan menegakkan regulasi 

yang efektif dan proporsional, yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat 

global. 
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